
GUtsERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/ 515 lw.o2lxtlr-/2024

TEIYTANG
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAII KOTA ME}TRO I'ENTANG

PERTANGGUNGUAWABAN PELAXSAN.L{N ANGGIARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DA"ERAII TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCAT{GAN

PDRATURAN WAI,I KO'fA METRO TENTAIYG PENJABARAN
PERTANGGUNG'AWABAN FELAKSAITAAI{ ANGGARAI{ PENDAPATAN DAN

BELANJA DA.ERAIT TAIIUN ANGGARAN 2023

GUBEK,IVUT,'I I,AIITPUIIG,

Membaca Surat Waii Kota Metro Nomor : 900 176818-4.0312024 tanggal
09 Agustus '2024 Peril:al Penyampaian Rancangan peraturan
Daerah Kota Nletro tentang Pertanggungiawaban pelaksalaarr
Alggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023 dan Rancan gan Peratrrran WaIi Kota Metro tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaal Anggaran
Pendapatan dan tselanja. Daerah Tahun Anggar an 2023;

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasa1322 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kati terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O23, ditetapkan
bahwa Ralcangan peratrrran Daerah Kabupaten/Kota
tenteng Pertanggungiawaban pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dal Rancalgan peraturan
Bupati/Wali Kota tentang penjabaran pertanggungiawaban
Pelatsanaan Anggaraa pendapataa dan eehnja Daerah,
sebeium ditetapkan disampaikan kepada Gubernur. untuk
dievaJuasi;

b. bahwa berdasarkan pertirrrbalgarr sebagaimaaa dimaksuddaiam huruf a tersebut diatas, pertu menetapkanKeputusan Gubernur Lampung tentaag Eva_luasiRancangal peratural Daerah Kota U.f,o tentangPertanggungjawaban pela_ksalaan Anggaral pendapatan
dal Beranja Daerah rahun Anggararl z6rJ a"r, n.rrcanganPeraturan Wali Kota lfetro tentaag eeniabaranPertanggu,giawaban pelaksan"ro .arrggJil pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Zi:Zg,-

Menimbang
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KI}TIGA

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAtrRAH KOTA METRO TENTANG
PERTANGGUNGIAWABAT,I PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2023 DAN RANCANGAN PtrRATURAN WALI KOTA MBTRO
TEN'IANG PENJABARAN PERIANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Evaluasi Rar,cangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang
Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Angg aran 2023 dan Rancangan
Peraturan Wali Kota Metro tentang penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksaraan futggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sebagaimana
tercantum dalam lampiran yang mempakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

Wali Kota Metro bersama DPRD Kota Metro segera melakukan
penyemprrrnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud
Diktum Kesatu dan menetapkan Rancangan peraturan
Daerah Kota Metro tentang Pertanggungiawaban pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023 nrenjadi Peraturan Daerah setelah memperoleh Nomor
Register Peraturan Daerah dari Gubernur, dan Wali Kota
menetapkan Rancangan Peraturan Wali Kota Metro
tentang Penjabaran Pertanggungiawaban pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dal Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023 merrjadr Peraturan Wali Kota Metro paling lama 7 (tqiuh)
hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.

Dalam hal hasil evahrasi sebagaimana dimaksud Diktum
Kesatu tidak ditindaklanjuti darl Wali Kota menetapkan
Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungiawaban
Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 menjadi peraturan Daerah dan
Rancangan Peraturan Wali Kota Metro tentang penjabaran
Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 meniadi peraturan
Waii Kota llletro, Gubernur mengusulkan kepada MenteriDalam Negeri, untuk melakukan pe.rurdaa., dan/atau
pemotongan l)ana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang_undangan.

MEMUTUSI(AN:



Mengirrgat 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang
Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahurr 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

2. Peraturan Peme:intah Nomor 71 Tahun 2O 10 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republil Indonesia Nomor 5165);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Ta,hun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasal penyelengqaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republilr
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indones;.a Nomor 6O41);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pela-ksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 109, Tarabahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6224);

5. Peraturatl Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Da.erah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahen Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2O13
tentang Penerapan Standar Akuntansi pemerintahan
Berbasis Aktual pada pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahurr 2013 Nomor 1425);

7. Peratrrran Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan peraturan Daerahtentalg pertangungiawaban pelaksanaau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan peraturan
Kepala Daerah telltang penjab.aran pertantgrrngfawaban
Pelal<sanaan Anggaran pendapatan aan eJania Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun2OlT Nonor 450);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor TZ Tahun 2O2Otentang pedoman Teknis pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia fanun ZOZO Nomor1781);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Talrun 2O2ltentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah
Nomor 33 Tahun 2O 1 g tentang petat<sana-an T\.rgas danWewenang Gubernur sebagai 

-Wakil pemeltah pusat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun ZOZIiorr". OSZ);
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KEEMPAT Wali Kota Metro segera menyampaikan Peraturan Daerah Kota
Metro tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan
Peraturan Wali Kota Metro tentang Penjabaran
Pertalggungjawaban Pelaksanaan Anggaral Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 kepada Menteri Dalam
Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari
setelah ditetapkan.

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam Keputusan ini diadakan pembetulan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal LZ hgvsus zg24

Pj. G

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia perwakilan provinsi Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung;
5. Pimpinan DPRD Kota Metro;
6. Kepala Biro Hukum Sekretar-iat Daerah Provinsi tampung;





LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMoR : G/5rt>lY7.O2lHK/2A24
TENTANG
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA
METRO TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN AI,IGGARAN PENDAPATAN DAN
BELAN.-;A DAERAH TAI{UN ANGGARAN 2023 DAN
RANCANGAN PERATURAN WALI KO1A METRO
TENTA}iG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BEI-ANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

HASIL EVALUASI RANCAITGAN PERATURAIT DAERAH
KOTA METRO TENTANG PERTAITGGI'ITCh'AWABAN PELAI{SAIIAAN

ANGGARAI{ PEI{DAPATAIT DAIT BELAIYJA DAERAII
TAHUIT ANGGARAN 2023 DAN RAITCAITGAN PERATURATT

1TIALI KOTA METRO TEITTANG PEITJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAII ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAITJA DAERAII

TAHTIN ANGGARAI{ 2023

I. EVALUASIKONSISTENSI
Terdapat kesesuaian antara Rancangan peraturan Daerah Kota Metro
tentang Pertanggungjawaban pelaksaaaan Anggaran pendapatan dan
Belalja Daerah rahun 2023 dan Rancangan peraturan wali Kota tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah rahun 2023 dengal peraturan Daerah Kota Metro Nomor5 Tahurr 2023 ter,tatg perubahan Ang3aran pendapatan dan Belanja
Daera}r Tahun 202-q dan peratural wali Kota Nomor 2r rahwn 2ozs
tentarrg Perubahan Atas peraturaa walikota Nomor 1g .tahun 

2023
Tentang Penjabaran perubahan Anggaran pendapatan dan BelanjaDaerah Tahun Anggar an 2O23. pemerintah Kota Metro aga, du.p.t
mempertahankan konsistensi entara peraturan Daerah Kota Metro
tentang Pertanggungiawaban pelaksanaan Anggaran pendapatan danBelanja Daerah dan peraturan Wali fota tentang penjabaran
Pertanggungiawaban pelal<sana.an Anggararr pendapatan dan 

-Beranja

Daerah dengan peratural Daerah Kota Metro tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah dan peraturan Wali Kota tentangPerubahan Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daer.ah KotaMetro.

II. EVAJ,UASI KEBIJAKAN
2.! REALISASI PENDAPATAI{ DATRAII

Realisasi Total pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesarRp962.-/42.329.264,25 atau setara dedianggarkan sebesar Rpe68. 13s.e6 ;iZT":',:::;JT,#lf
sebagai berikut:
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a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Realisasi Pendapatan Asli Daerah rahun Anggaran 2o2s
sebesar Rp284.262.956.96O,25 atau setara dengan gg,7gyo
lebih kecil dari target yang dianggarkan dalam APBD Tahun
Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp285.039.799.994,00. Target
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dianggarkan pada Tahun
Anggaral 2023 tersebut lebih besar dari realisasi pendapatan
Asli Daerah Tahun Anggaran 2A22, dimana realisasi
Pendapatan Asli Daerah rahun Anggaran 2022 adalah sebesar
Rp2 39. 83 7 .884 .6 I 6,24 - Anggaran dan realisasi pendapatan Asri
Daerah Tahun Anggaran 2023 adatah sebagai berikut:
1) Pajak Daerah

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2A2g
sebesar Rp41.299.877.L28,75 atau setara dengan 96,640/o
lebih kecil dari target yang dianggarkan sebesar
Rpa2.737.000.000,00. Berdasarkan data 5 (lirna) tahun
terakhir Anggaran dan Realisasi Pendapatan pqiak Daerah
adalah sebagaimana tercaltum dalam tabel sebagai berikut:
Tahun Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) oA

1

2019 24.949.395.559,00 27.205.358.060,00 109,04
2020 27 .901 .829.796,78 28.847 .730.447,76

33. 105.92 6.632,OO
103,36

2021 31.657. 196.000,oo 104,59
2022 36.1 1E"000.000,00 35.715.099.206,O9 101,65
2023 42.737 .000.000,00 96 64,41.299.877 .128,75

2) Retribusi Daerah
Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran
2023 sebesar Rp7.942.1s9.g52,00 atau setara dengan
83,42o/o lebih kecil dari target ],ang dianggarkan sebesar
Rp9-520-137-g4o,ao. Bertlasarkan data s (lima) tahun
terakhir Anggaran dan Rearisasi pendapatan Retribusi
Daerah adalah sebagaimana tercantum daram tabel sebagai
berikut:

9.589.506.940,OO

Tahun Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
1 2 3

2079 5.997.624.000,00 5.631.840 .647 ,OO
6"425.314.780,00 7.O31.322.895,00
7 .733.497.000,00 7 .879.918.099, 1.8

7 .794.234.268,OO

93,90
2020 L09,43

101,992021
2022 81,29
2A23 7.942.159.952,00 83,429.520.737 .940,oo

2 3 4

o/o

4
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3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Realisasi pendapatan dari Hasil Fengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2A23 sebesar
Rp6.663.816.274,O1 atau setara dengan 98,960/o lebih kecil
dari target yalg dianggarkan sebesar Rp6. 733.8 1 6.465, 0O.
Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan
Realisasi Pendapaian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
Yang Dipisahkan adalah sebagaimana tercantum dalam
tabel sebagai berikut:

Anggaran (Rp)Tahun Realisasi (Rp) %
1

2019
2

4.894.552.257,69 4.894.552.257,69 1OO,O0
2020 5.562.6t3.473,34 5.562.606 .t2t,3t 100,00
2021 7 .340.250.541,C0

6.733.816.463,00
6.733.916.465,00

7.340.250.540,15 100,00
2022 6.733.816.464,87 100,00
2023 6.663.91 6.274,O1

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Realisasi Lain-lain Pendapatan Asri Daerah yang sah rahun
Anggaran 2023 sebesar Rp228.357.103.705 ,49 atau setara
dengan LOI,O2oh lebih besa.r dari target yang dianggarkern
sebesar Rp226.o48.844.589,00. Berdasarkan data 5 (lima)
tahun terakhir Anggaran dan Realisasi pendapatan Asli
Daerah Yang sah adalah sebagaimana tercanfum dalam
tabel sebagai berikut:

2423 226.O48.844.589,00

b. Pendapatan Transfer
Realisasi Pendapatan Transfer. Tahun Anggaraa 2o2a sebesar
Rp678.479-372.304,00 atau setara dengan 99,32o/o lebih kecil
dari target yang dianggarkan sebesar Rp683.09 6.L6g.13g,00.
Anggaran dan rea-risasi pendapatan Transfer Tahun Anggaran
2023 adalah sebaggi berikut:
1) Realisasi Pendapatan Transfer pemerintah pusat Tahun

Anggaran 2o2s sebesar Rp622.2go.2o2.sr2,oo atau setaradengan loo,4oc/o rebih besar dari target yang dianggarkan
sebesar Rp6 19.296. I 69. 13g,00;

2) Realisasi pendapatan Transfer Antar Daerah TahunAnggaran 202a sebesar Rp56.Lgg.r6g.gg2,oo atau setaradengan 88,28o/o rebih kecil dari target yang dianggarkansebesar Rp63.3OO.OOO. OOO,OO.

698 9

Tahun Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %

138.467.573.20t,70 116,93

1I

t78.525.239.840,00
159.530.945.934,00

2A19
2020 L80.207 .947 .582,48 lL2,96
2021 r73.840.463.244,AO

L79 .621.014.068,00
225.5t8.952.865,72 129,73

2A22 188.594.734.677 ,29
228.357 .103.705,49

105,00

101,a2

3 4
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2.1 HASIL EVAIUASI REALISASI PENDAPATAN DAERAII
a. Terdapat realisasi pendapatan lebih besar dari yang

dianggarkan, yaitu pada:
1) Dinas Kesehatan

Penerimaan Retribusi Jasa Umum rincian objek Retribusi
Pelayanar Kesehatan subrincian objek Retribusi Pelayanan
Kesehatan di Puskesmas kode rekening 4.1.2.01.01.0001
terealisasi sebesar Rp16.78O.OOO,OO atau setara dengan
305,09% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.5OO.O00,O0.

2) Satuan Polisi Pamong Praja
Pendapatan Retribusi Jasa Umum subrincian objek
Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan atau Pengr-rjian A-lat
Pemadam Kebakaran kode rekening 4.1.O2.O1.07.0001
terea-lisasi sebesar Rp7,252.OOO,O0 atau setar. a dengan
135,55% da-ri yang dianggarkan sebesar
Rps.350.000.000,00.

3) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
a) Pendapatan Retribusi Jasa Usaha rincial objek Retribusi

Penjualan Produksi Usaha Daerah subrincian objek
Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah
berupa Bibit kode rekening 4.1.2.O2.11.O0O2 terealisasi
sebesar Rp44.373.OOO,0O atau setara dengan llg,t7yo
dari yang dianggarkan sebesar Rp37.23 6. 000,00;

b) Pendapatan Retribusi Jasa Usaha rincian objek Retribusi
Penjualan Produksi Usaha Daerah subrincian objek
Retribusi Penjualan produksi Hasil Usaha Daerah selain
Bibit atau Benih Tanaman, Ternak dan Ikan kode
rekening 4.I.2.O2.LL.OOO4 terealisasi sebesar

4l

Rp48.000.000,00 atau setara dengan lI3,ll% dari yang
dianggarkan sebesar Rp42.438.340,00.

Dinas Perdagalgan
a) Pendapatan Retribusi Jasa Umum rincian objek

Retribusi Pelayanan pasar subrincian objek Retribusi
Pelataraa kode rekening 4.1.2.01.05.0001 terealisasi
sebesar Rp84O.O17.0OO,OO ata_u setara dengan t7g.63\o
dari yang dianggarkan sebesar Rp46 7. 630. 000, 00;

b) Pendapatan Retribusi Jasa Llsaha subrincian objek
Retribusi Penyediaan Fasiiitas pasar /pertokoan kode
rekening 4.1 .2.O2.O2.OOO2 terealisasi sebesar
Rp1.292.1O2.271,OO atau setara dengan 12},Z60/o dai
yang dianggarkan sebesar Rp1.O70.OOO.OO0,0O.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Pendapatan Lain-iarn pAD yang Sah subrincian objek Hasil
Sewa BMD Kode rekening 4.1.4.O3.O1.O0O1 terealisasi
sebesar Rpl89.718.250,00 atau setara dengan Z6a "4To/o da::
yang dianggarkan sebesar Rp24.6g7.750,00.

s)
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6) Badan Pengelolaan Paj ak dan lletribusi Daerah
a) Pendapatan Pajak Reklame subrincian objek pqjak

Reklame Papan Billboard/Videotron/Megatron kode
rekeriing 4.1. 1.O9.O 1.OOO 1 terealisasi sebesar
Rp755.575.86O,OO ertau setara 125,93o/o dari yarrg
dianggarkan sebesar Rp600.000.000,00;

b) Pendapatan Pajak Parkir subrincian objek Pajak Papan
Parkir kcde rekening 4- 1. 1. 1 1.O 1.0001 terealisasi
sebesar RpB37 .429.071,00 atau setara 111,660/o dari
yang dianggarkal sebesar Rp75O.OOO.O0O,OO;

c) Pendapatan Pajak Air Tanah subrincian objek Pajak Air
Tanah korie rekening 4.1.1.I2.O 1.0001 terealisasi
sebesar Rp6L.522.244,OO atau setara 111,85%, dari yang
dianggarkan sebesar Rp55.OOO.O0O,O0;

d) Pendapatan da,ri l,ain-lain PAD yarrg sah rincian objek
Pendapatarr Denda Pajak Hotel kode rekening
4.1.4.12.06.O00 1 terealisasi sebesar Rp807. 190,00 atau
setara ).91,290/" dari yang dianggarkan sebesar
Rp42L.976,OO;

e) Pendapatan dari Lain-lain PAD yang sah rincian objek
Pendapatan Denda Pajak Restoraa subrincian objek
Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya kode
rekening 4.1.4.12.A7.OOOI terealisasi sebesar
Rp8.065.232,O0 atau setara 235,460/o dari yang
dianggarkan sebesa, Rp3.425.358,00;

f) Pendapatan darj Lainlain pAD yang sah rincian objek
Pendapatan Denda pajak Reklame subrincian objek
Pendapatan Denda pajak Reklame
Papal/Bilboard/Videotron/Megatron kode rekening
4.I.4.72.O9.A001 terealisasi sebesar Rp2.996.000,00
atau setara l.go7yo dari yang dianggarkan sebesar
Rp157.026,00;

g) Pendapatan da_ri Lain-lain pAD yang sah subrincian
objek Pendapataa Denda pajak parkir kode rekening
4.l.4.t2.lt.OO01 terealisasi sebesar Rp2"173.654,00
atau sr:tara 17 4,49c/o dari yalg dianggarkan sebesar
Rp1.245.7O1,0O;

h) Pendapatan dari Lain-lain pAD yang sah sr.rbrincian
objek Pendapatan Denda pBBp2 kode rekening
4. I.4. 12. I S.OO0 1 terealisasi sebesar Rp I O3. 1 72. 632,OO
atau setara 2l2,O2yo dari yang dianggarkan sebesar
Rp48.662.18E,00.

b. Terdapat realisasi pendapatan lebih kecil dari yang
dianggarkan, yaitu pada:
1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pendapatan Retribusi Daerah rincian objek re.tribusi
Pemakaian Kekayaaan Daerah subrincian objek Retnbusi
Penyewa an Tanah dan Bangunan kode rekening 4.1.2.1,+.Ol
terealisasi sebesar Rp6.950.000,00 atau setara dengan
69,5oo/o dari yang dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00.
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2) Dinas Pekerjaan Urrium dan Tata Ruang
Pendapatan Retribusi PerLinan Terl.entu Subrincian objek
Retribusi Persetujuan Bangunan dan Gedung kode rekening
4. L2.O3.A7 .OOO 1 terealisasi sebesar Rp 1.064.963. 2S2,OO
atau setara dengan 53,25yo dari yang dianggarkan sebesar
Rp2.OOO.0oO.oO0,00.

3) Dinas Perdagangan
a) Pendapatan Retribusi Jasa Umum rhtcian objek

Retribusi Pelayanal Pasar subrincian objek Retribusi
Los kode rekening 4.l.2.Ol.O5.OOO2 terealisasi sebesar
Rp407.O25.000,0O atau setara dengan 67,57o/o dari yang
dianggarkan sebesar Rp6,02.370.000,00;

b) Pendapatal Lainlain PAD Yang Sah - Hasil Pemanfaatan
BMD yang Tidak dipisahkan rincia_n objek Hasil dari
Bangun Guna Serah kode rekening 4.1.4.03,03.0001
terealisasi sebesar Rp524.966.666,00 atau setara
dengan 52,15o/o dari yang dianggarkan sebesar
Rp1.006.666.676,OO.

4) Badan Pengelolaan Keuangan dal Aset Daerah
a) Penerimaan Lainlain PAD Yang Sah - rincian objek Jasa

Giro pada Kas Daerah subrincian Hasil Jasa Giro pada
Kas Daerah kode rekening 4.1.04.05.01.0001 terealisasi
sebesar Rp2.461 .634.277,OO atam setara dengan S4,g4o/o
dari yang dianggarkan sebesar Rp4.500.000.000,00;

b) Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah - subrincian objek
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara
kode rekening 4.1.4.O8.O1.OOO1 terealisasi sebesar
Rp33.035.036,00 atau setara dengan 1,10% dari yang
dianggarkaa sebesar Rp3.000.000.000,00. penerimaan
Lain-lain PAD Yang Sah - pendapatan dari pengembalian
subrincian objek pendapatan dari pengembalian
kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan kocle
rekening 4.1.4, l5"O3.OOO I tereali52si sebesar
Rp43.033.987,00 atau setara dengan 39,39?o dari yang
dianggarkan sebesar Rp 1 l. 2. 1 06.7g0,00.

5) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
a) Pendapataa Pajak Daerah subrincian objek pajak

Diskotik, Karaoke Klub Malam dan sejenisnya kode
rekening 4.1.01.08.05.0001 terealisasi sebesaj
Rp65.448.850,00 atau setara dengan 6S,4Syo dari yang
dianggarkan sebesar Rp10O.O0O.000,OO.

b) Pendapatan Pajak Daerah subrincian objek pajak Bumi
dan Bangunan Pedesaan dan perkotaan kode rekening
4. 1. O 1. 15.O 1.OO01 terealisasi sebesar
Rp4.431.727.594,00 atau setara dengan 63,310/o d,ari
yang dianggarkan sebesar. Rp7.O00.O0O.OO0,O0.
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(l Terdapat pendapatan yang tidak terealisasi, yaitu padzl:
1) Dinas Peke{aan Umum dan Tata Ruang

Pendapatan Retribusi Jasa Urnum rincian subrincian objek
Retribusi Perrgawlsan dan Pengendalian Menara kode
rekening 4. 1.2.01.13.OOO 1 dianggarkan sebesar
Rp5O.Ooo.ooo,OO.

2l Badan Pengelola Keuangan dal Aset Daerah
a) Penerimaan lain-lain PAD yang Sah rincian objek Hasil

Penjualan Aset Tetap Lainnya subrincian objek
Hasil Penjualan Aset Tetap Dalarrr Renovasi kode
rekening 4. 1.4.01.O5.OOO7 dianggarkal sebesar
Rp17.835.850,00;

bl Penerimaan lain-lain PAD yang Sah rincian objek Hasit
Penjualan Aset Lain-lain subrincian objell Hasil
Penjualar Aset Lain-lain - Aset Tetap yang Tidak
Digunakal Dalam Operasional Pemerintah kode
rekening 4.1.4.01.08.0002 dialggarkan sebesar
Rp2.260.000,00

c) Penerimaal lain-lain PAD yang Sah subrincian objek
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah
kode rekening 4.1.4.21.01.0001 dianggarkan sebesar
Rp429.000,00.

d. Terdapat pendapatan yang terea_lisasi tetapi tidak dianggarkan,
yaitu pada:
1) Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah

a) Penerimaan atas Tuntutal Ganti Kerugian Keuangan
Daerah Rincian Objek Tuntutan Ganti Kerugian terhadap
Bendahara kode rekening 4. 7.4.Oa.O I terea,lisasi sebesar
Rp98.224.556,a2;

b) Hasil Penjualan BIUD yang Tidak Dipisahkan Rincian
Objek Hasil Penjualan peralatan Mesin kode rekening
4. 1.4.O l.O2 terealisasi sebesar Rp 1 9.223.SOO,OO,
Rincian Objek Hasit Penjualan Gedung dan Balgunan
kode rekening 4.1.4.01.03 terealisasi sebesar
Rp20.525.000,00 darr Rincian Objek Hasil penjualan Aset
Tetap Lainnya kode rekening 4. 1.4.01.OS terealisasi
sebesar Rp1 1.350.000,00.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas, untuk tahun yang akan
datang agar:
a. lebih cermat dalam memproyeksikan target Pendapatan Daerah

sesuai dengan potensi nyata, mengingat Pendapatan Daerah
merupakan perkiraan yang temkur dan dapat dicapai untuk
setiap sumber pendapatan serta memiliki kepastian dan dasar
hukum penerimaan, sehingga semua belanja yang dianggarkan
mempunyai sumber pendanaan guna mendanai pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai
ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
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b. meningkatkan penerimaan PAD melalui intensilikasi dan
ekstensifikasi PAD guna rnencapai kemandirian daerah yang
meniadi salah satu instrumen fiskat dalam membangun
perekonomian dan kesejahteraan masyarakat;

c. melakukan perubahan APBD untuk menata anggaran apabila
terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan proyeksi
pendapatal daerah, sesuai dengan ketentuan Pasal L62 ayat (L)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang
Pengelolaarr Keuangan Daerah.

2.2 REALISASI BELANJA DAERAII
Realisasi Total Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar
Rp983.34O.27I.533,00 atau setara dengan 96,LOyo da-ri yang
dianggarkan sebesar Rp1.023.274.540.714,00 dengan incian
sebagai berikut:
a. Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 sebesar
Rp876.570.543.631,00 atau setara dengan 97,O9o/o dari yang
dianggarkan sebesar Rp902.846.911.965,00 dengan rincian
sebagai berikut:
1) Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp431.616.938.289,00

atau setara dengan 9E,16o/o dari yang dianggarkan sebesar
Rp439.694.653.800,00. Berdasarkan data 5 {lima) tahun
terakhir Anggaran dan Realisasi Belanja Pega'';uai adalah
sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Anggaran (Rp)Tahun Realisasi (Rp) o/o

-420t9 364.231.245.098,00 88,26
2020 430.864.751"826,00 94,1O

2021 430.988.332.5t7 ,79 419.830.569.738,00 97,41
2022 434.829.751.380,00 426 .183 .848.494 ,OO 98,01
2023 439.694.653.800,O0 431.616.938.289,00 98,16

4t2.687.174.774,82
457 .894.652.854,72

2l Belanja Barang dan .Iasa terealisasi sebesar
Rp386.506.011.218,OO atau setara dengan 95,85% dari
yang dianggarkan sebesar Rp403.234.428.263,00.
Berdasarka:r data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dal
Realisasi Belarja Barang den Jasa adalah sebagaimana
tercantum dalam tabel sebagai berikut:

2

Tahun Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)

334.683.63t.237,OO2AD 377 .687 .3L9.425,74 94,92
2020
202L

3rc.262.572.6t8,99 290.726.1 19.601,95 93,70
371.506.908.287 ,86
366.O53.692.422,OO

342.736.595.62L,92 92,26
345.442.987.OO9,80 94,37

2023 403.234.428.263,OO 386.506.O1 1.218,00 95,85

Y"

2022

1 2

1 3
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3) Belanja Subsidi terealisasi sebesar Rp59.600.000,00 etau
setara dengan LAOo/o dari yang dianggarkan sebesar
RpS9.6OO.O0O,0O.

4l Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp58.038.244.124,OA
atau setara dengan 97,54o/o dari yang dianggarkan sebesar
Rp59.501.729.9O2,OO Berdasarkan data 4 (empat) tahun
terakhir Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah adalah
sebagaimana tercantum dalarn tabel sebagai berikut:
Tahun Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %

3 4
2020 32.829.974.344,OO 31.955.773.646,OO 97,34
2O2L | 30.981.395.461,O0 28.295.t9L.642,88

46.4L7 .782.840,46
91,33

2022 48.518.203.040,00 95,67
2023 59.50L.729"902.00 58.038.244.124,00 97,5+

5) Belanja Bantuan Sosial lglsalisasi sebesar
Rp349.750.000,00 atau setara dengan 98,LL%o dari yang
dianggarkan sebesar Rp3 56. 5000 . 000,00.

b. Belanja Modal
Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 sebesar
Rp104.766.933.126,OO atau setara dengan 89,54o/o dari yang
dianggarkan sebesar Rp 1 1 7.007 .628.7 49,00. Berdasarkan data
5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Belanja Modal
adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Anggaran (Rp)Tahun Realisasi (Rp)

\)

%

1

226.920.597 .332,OO 209 .524 .948 .200,28 92,33
2020 L78.507 .206.554,00

139.310.453.502,35
1{56.890.856.331,76 93,49

202L 128.278.336.774,79
92.402.548.843,27

92,O8

2022 102.686.547 .578,OO

7t7.OO7.628.749,AO

89 ,99

2023 to4.766.933.126,00 B9 ,54

2

c. Belanja Tidak Terduga
Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023 sebesar
Rp598.276.739,OO,0O atau setara d.engan 29,9Lo/o dari yang
dianggarkan sebesar Rp2.OO0.000.000,00. Dibandirrgkan
dengan realisasi tselanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022

sebesar Rp7. 132.523.731,00 penetapan target Belanja Tidak
Terduga Tahun Anggaran 2023 tei'sebut mengalami penurunan
yang cukup signifikan dari Tahun Anggaran sebelumnya..

2079

1 2
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d. Belanja Transfer
Realisasi Belanja Transfer berupa Belalja Bantuan Keuangan
Lainnya Tahun Anggaran 2O23 sebesar Rp1.404.518.037,00
atau setaJa dengan 98,91o/o dari yang dianggarkan sebesar
Rp 1.42O.OOO.0OO,OO. Dibandingkal dengal realisasi Transfer
Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp676.070.930,05, penetapan
target Belaaja Transfer Tahun Anggaran 2023 tersebut
mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari Tahun
Anggaran sebelumnya.

2.3 HASIL EVALUASI REALISASI BELANJA DAERAII
a. Terdapat realisasi belanja daerah lebih kecil dari yang

dianggarkan, yaitu parla:
1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kaator kode rekening 02.01.2.08.03
terealisasi sebesar Rp7.2OO.O00,00 atau setara dengan
7l,O8o/o dari yang dianggarkan sebesar Rp65.O00.000,0O;

b) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan I(apasitas
tsidang PendiCikan kode rekening 02.02.2.02.53
terealisasi sebesar RpS.OOO.OOO,OO atau setara dengan
25Vo d,an yang dianggarkan sebesar Rp2O.OOO.00O,O0.

2) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
a) Sub Kegiatan Koordinasi dan Singl<ronisasi Penerbitan

dan Penegakan Hukum Bidang Penata Ruang kode
rekening 12.2.O4.O2 terealisasi sebesar Rp 14.0O6. 1OO,00
atau setara dengan 5A,92%, dari yang dianggarkan
sebesar Rp27.506.000,00;

b) Sub Kegiatan Operasionalisasi Tugas dan Fungsi
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan
Ruang kode rekening 12.2.O4.O3 tereali5a5i sebesar
Rp10.649.700,00 atau setara dengan 53,25o/o dari yang
dianggarkan sebesar Rp20.000.000,00.

3) Badan Penanggulang Bencana Daerah
a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dal

Perlengkapan Kantor kode rekening 01.2.08.03 terealisasi
sebesar Rp5.365.000,00 atau setara dengan 57,94o/o dari
yang dianggarkan sebesar Rp9.260.000,00;

b) Sub Kcgiatan Respon Cepat Kejadian Luar Biasa
Penyakit/Wahah Zoonosis kode rekening O3.2.O3.01
terealisasi sebesar Rp1.404.000,00 atau setara dengan
20,97o/o dari yang dianggarkan sebesar Rp6.694.700,00.

4) Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Kegiatan Pencegah an Gangguan Ketentraman dan
Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini darr Cegah kode
rekening O2.2.OL.O| terealisasi sebesar Rp16.903.580,00
atau setaJa dengan 56,350lo dari yang dianggarkan sebesar
Rp30.OOO.O0O,OO.
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5) Dirras Pemberday,aan Perempuan, perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan KB
a) Sub Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan

penyediaal layanan rujukan lanjutan bagi perempuan
korbal kekerasan kewenangan kabupaten/kota kode
rekening 2.O2.I1.A3.2-O2.O2 terealisasi sebesar
Rp12.966.690,00 atau setara dengan 14,680/o dari yang
dianggarkan sebesar Rp88.35O.O0O,OO;

b) Sub Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan
pendanlpingan arlak yang memerlukan perlindungan
khusus kewenangan kabupaten/kota kode rekening
2 -O2. I . I .O7 .2.O2.O2 ter ealisasi sebesar- Rp55. 9 2 S. 1 3 O, 00
atau setara dengan 33,66% dari yang dianggarkan
sebesar Rp166. 154.OOO,OO.

6) Dinas Komunikasi dan Informasi
Sub Kegiatan Pemeliharaan peraJ.atan dan mesin lainnya
kode rekening 2.7O.L.O1.2.O9.06 terealisasi sebesar
Rp5.726.000,OO atau setara dengan 56,360/0 dari yang
dianggarkan sebesar Rp I 0. 1 6().000,00.

7) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian
Fasrlitas/Insentif dan Kemudahan Penalaman Modal kode
rekening O2.2.O I .O2 tereaiisasi sebesar RpS. 1 1 5. 850,00 atau
setara dengan 20,460/o dari yang dianggarkan sebesar
Rp25.000.oo0,00.

B) Dinas Ketahanan Pangal, Pertalial dal Perikanan
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
kode rekening 0 1.2. 06. 05 terealisasi sebesar Rp 1. 500.900,00
atau seta-ra dengan 41,670/0 dari yarrg dianggarkan sebesar
Rp3.601.900,00.

9) Sekretariat Daerah
Sub Kegiatan Pelaksanaal Medical Check Up Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah kode rekening 01.2.11.03
terealisasi sebesar Rp37.7L7.522,00 atau setara dengan
50,29o/o dari yang dianggarkan sebesar Rp75.OOO.000,00.

10) Inspektorat
a) Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan kode rekening

02.2.O1.O4 terealisasi sebesar Rp6.748.050,00 atau
setara dengan 39,39V, dari yang dianggarkan sebesar
Rp17.13 r.900,00;

b) Sub Kegiatan Penangarran Penyelesaian Kerugian
Negara/Daerah kode rekenin g O2..2.O2.O1 terealisasi
sebesar Rp60.732.850,00 atau setara dengan 58,69%
dari yang dianggarkan sebesar Rp 1 03.473. 3OO, OO ;

c) Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan
Pemerintah Daerah kode rekening 03.2.O2.O7 terealisasi
sebesa-r Rp122.665.950,00 atau setara dengan 56,97%
dari yang dianggarkan sebesar Rp2 1 5. 32 6. 2 0O, OO ;
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d) Sub Kegiatan Pendampingau, Asistensi dan Verifikasi
Penegalan Integritas kode rekening 03 .2.O2 .O4

terealisasi sebesar Rp124.535.546,00 atau setara
dengan 56,950/o dari yang dianggarkan sebesar
Rp218.683.85o,OO.

11) Badan Perencalaan dan Pembangunan Daerah
Sub l(egiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangrrnan Daerah Bidang Pembangunan
Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) kode rekening
O3.2.O 1. 05 terealisasi sebesa,r Rp54,636.450,00 atau setara
dengan 42,03"/" dari yang dianggarkan sebesar
Rp1s0.000.000,00.

12) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
a) Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahal

Tanggapan Pemeriksaan kode rekening 07.2.02.06
terealisasi sebesa.r Rp3 1.546.060,00 atau seta_ra dengan
52,58Vo dari yang dialggarkan sebesar
Rp6O.OOO.OO0,OO;

b) Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
kode rekening O2.2.04.O9 terealisasi sebesar
Rp598.276.739,OO atau setara dengarr 29,91o,L dari yang
dianggarkan sebesar Rp2 ^ 000.000.000,00.

13) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu kode rekening
0 1.2.06.08 terealisasi sebesar Rp3.950.200,00 atau setara
dengan 49,38% dari yang dianggarkan sebesar
Rp8.000.OO0,o0.

14) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
a) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-

undangan kode rekening 02.2.01.03 terealisasi sebesar
Rp51.959.26O,O0 atau setara dengan 53,43o/o dari yang
dianggarkan sebesar Ro97.243.900,0O;

b) Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang
Kesejahteraan kode rekening 02.2.03.03 terealisasi
sebesar Rpl.283.922.095,00 atau setara dengan 59,54o/o

dari yang dianggarkan setresar Rp2. 156.256.900,00;
c) Sub Kegiatan Kunjungaa Ke{a Dalam Daera}r kode

rekening 02. 2.05.0 1 tereaiisasi sebesar Rp87 . 17 8.7 50,OO

atau setara dengan 59,41Vo dari yang dianggarkan
sebesar Rp 146.752.8OO,OO.

b. Terdapat realisasi belanja daerah yang tidak terealisasi, yaitu
pada:
1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Kegiatan nerlengkapan Belajar Peserta Didik Kode
Rekening O2.O2.2.O2.34 dari yang dianggarkan sebesar
Rp30.00O.000,00;
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2l Dinas Sosial
Sub Kegiatan Fasilitas Pemuiangan Warga Nrgara Migran
Korban Tindak Kekerasan dari T:itik Debarkasi di Daerah
Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahal
AsaJ Kode Rekerring 03.2.01.01 dari yang dianggarkan
sebeseLr Rp3.OOO.O0O,0O;

3) Sekretariat Dewal Perwak lan Ralqyat Daerah
Sub Kegiatan Fenyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli kode
rekening O2.2.O4.O4 dari yang dianggarkan sebesar
Rp1o.oOO.OOO,00.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas, untuk tahun yaog
akan datalg diminta kepada Pemerintah Kota Metro agar:
a. cermat dal rasional dalam merencanal<an dan merealisasikan

belanja daerah dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan
daerah;

b. melakukan langkah-langkah strategis da_lam rangka
percepatal penyerapan anggaran yang telah ditetapkarr dalam
Anggaral Pendapatal Belanja Daerah, dan melakukan
monitoring serta evaluasi secara periodik terhadap sub
kegiatan yang diprediksi penyerapannya rendah, aga-r dapat
dialihkan untuk mendanai kegiatan lain yang lebih prioritas
berkaitan dengal pelayanan dasar;

c. menetapkan target capaian kine.rja setiap belanja, baik dalam
konteks program, kegiatarr maupun sub kegiatan untuk
meningkatkal akuntabilitas perencanaan anggaran dan
efektifi tas serta efi siensi pen ggunaan arrggaran;

d. memanfaatkan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah untuk menata angg)araln apabila terdapat pelampauan
atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah. Sesuai Pasal
162, ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentalg Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.4 PEMBIAYAAN
Realisasi Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Tahun Anggaran
2023 sebesar Rp59.176.986.645,00 atau setara dengan 100,06%
dari yang dianggarkan sebesar Rp59. 138.572.582,OO yang berasal
dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar

Rp59.138.572.582,00 dan Penerimaan Kembali Pemberian
Pinjaman Daerah sebesar R$8.a 14.063,00.
Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas, Pemerintah Kota Metro
agar dapat mernpertahankan kecermatan dalam memproyeksikan
target Penerimaan Pembiayaan sesuai dengan potensi nyata,
mengingat Penerimaan Pembiayaan merupakan perkiraan yang
terukur dan dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan
Pembiayaan serta memiliki kepastian dan dasar hukum
penerimaan, sehingga semua belanja dan pengeluaran
pembiayaan yang dianggarkan mempunyai sumber pendanaan.



2.5 SILPA
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaral Tahun berkenaan (SILPA) Tahun
Anggaran 2A23 sebesar Rp34.579.A44.576,25 mengalami
penurunzrn sebesar Rp24.559.528.2o5,75 atau setara dengan
41.53% apabila dibandingkan dengan SILPA Tahun Anggaran
2022 sebesar Rp59.138.572.582,00 sedangkan rasio sILpA Tahun
Anggaran 2A23 terhadap total zrlggaran Belanja Daerah sebesar
3,37o/o lebilr kecil dibandingkan dengan rasio sILpA Tahun
Anggaran 2022. Berdasarkan data 5 (lima) tahun teraldrir SILPA
ada]ah sebagaimana terr:antum dalam tabel sebagai berikut:

14

Rasio
SILPA

terhadap
Total

i\nggaran
Belanja
Daerah

Tahun
Total Anggaran

Belanja

2
989.565.657 .344,74

L.OA9.O42.9t5.O7t,7i

SILPA

1 3
2At9 106.184.91 1.804,82 lo,73o/o
2020 72.327 .829.224,L9 7,I6yo
202r 982.r57 .043.519,00 80.927 .006.036,24 8,240/o

2022 972.64A.615.420,OO 59.138.572.582,OO 6,O8yo
t.o23.274.540.714,00 34.579.O44.376,25 3,38o/o

Berdasarkan data tersebut diatas, untuk tahun yang akan datang
Pemerintah Kota Metro agar dapat lebih mengoirtimalkan
penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan
belanja daerah sehingga besaran SILPA pada tahun yang akan
datang dapat lebih optimal.

2.6 NERACA
a. ASET

Nilai Aset per 31 Desember 2023 sebesar
Rp2.700.672.572.638,28 mengalami penurunan sebesar
Rp8.063. LLL.7L4,OO atau setara dengan O,29o/o dari nilai aset
per 31 Desember 2022 sebesrer Rp2.708.735.684.352,28,
terdiri dari:
1) Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar per 31 Desember 2023 sebesar
Rp146.77 9 .O7 4.2 18,32 terdiri atas:
a) Saldo Kas dan Atau setara Kas per 31 Desember 2023

sebesar Rp34.579 .O44.'o7 6,25;
(1) Kas di Kas Daerah sebesar Rp10.810.392.305,21;
(2) Kas di BLUD sebesar Rp22.4O8.97L.221,33;
(3) Kas Dana BOS sebesar Rp31.285.158,71;
(a) Kas larnn;1a, sebesar Rp 1 . 32 8. 39 5. 69 1,O0.

4

2023
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Saldo Piutang Pendapatan (sebelum penyisihan) per 31
Desember 2023 sebesan Rp 1OO.723.113.811,O3
mengalami peningkatan sebesar Rp28. O8 1. 9 7 6 . 5.02,54
atau setan dengan 38,650/o dibandingkan Tahun
Anggaran 2022 sebesar Rp72.64 1.137.248,69;

b) Piutarg Lainnya per 3 1 Desember 2O23 sebesar
Rp 1.36 1.775. 125,55;

c) Berkenaan dengal saldo piutang pada hurul b) dal
huruf c), Kuasa BUD agar melakukan pengelolaan
Piutang Dererah serta melakukan penagihan Piutang
Daerah. dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah
selaku Pen.gguna Anggaran agar mengelola Piutang
Daerah yang menjadi tanggung jawab Organisasi
Perangkat Daerah yang dripimpinnya sesuai Pasal B
Ayat (3) hurufj, huruf k dan Pasal 10 Ayat (1) huruf i
Peratural Pemerintah 12 Tahun 2Ol9 tentang
Pengeloiaan Keua-ngan Daerah;

d) Neraca per 31 Desember 2023 saldo penyisihan piutang
sebesar Rpl6.7 69.7 17 .554,26;

e) Nilai persediaan per 31 Desember 2023 sebesar
Rp26.884.858 .459,7 5 mengalami penurunar sebesar
Rp1.517.219.422,17 atau setara dengan 5,34%
dibaldingkan dengan saldo persediaan tahun
sebelumnya per 31 Desember 2022 sebesar
Rp28.4O2.077.881,92;
Terhadap nilai persediaan sebagaimana tersebut di
atas, harus melakukan pengendalian rutin terhadap
pengelolaan persediaan, terutama pada persediaan
yang memiliki sifat dal karalderistik dapat rusak/tidak
dipergunakal kembali/ kadaluwarsa pada tahun
mendatang dan merencanalan anggaran belanja
barang habis pakai dan persediaan bahan/material
sesuai dengal kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas
dart fungsi OPD. Selanjutnya, terhadap persediaan
barang yang akan disera}kan kepada pihak
ketiga/masyarakat, harus segera mengambil langkah-
langkah untuk melakukan penyerahan barang sesuai
dengan ketentual peraturai perundang-undangan.

2) Investasi Jangka Panjang
Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2023 sebesar
Rp27.O81.45O.OOC,OO mengalami peningkatan sebesar
Rp4.OOO.OOO.OO0,00 atau setara dengan 17,33%
dihandingkan dengan nilai investasi jangka panlang per 31

Desember 2022 sebesal Rp23.081.450.000,00 yang berupa
Penyertaan Modal pada PT Bank Lampung. Untuk tahun
yang akan datang, dalam melakukan investasi agar tetap
berpedomal kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan
Investasi Pemerintah Daerah.



3) Aset Tetap
Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebesar
Rp2.441.OO5.O12.815,96 menga_lami penurunan sebesar
Rp 1 2. 2 80. 889 . 422,3 L atau setara dengan O,5O% dibandingkan
dengan Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebesar
Rp2.453.285.9O2.238,27 .

Berdasarkan hal tersebut di atas, untuk tahun yang akalr
datalg agar dapat terus meningkatkan pengendalian atas
pengelolaan aset tetap, mengingat aset tetap digunakan dalam
rangka penyelenggaraan pelayanan publik dan merupakarr
kekayaal/ aset Pemerintah Kota Metro.

4) Aset Lainnya
Aset Lainnya Pemerinteh Kota Metro per 31 Desernber 2023
sebesa-r Rp85. 807. 0 35. 604,00 mengalami penurunan sebesar
Rp259.581.478,00 atau setara dengan 0,30% dibandingkan
dengan Aset Lainnya per 31 Desember 2O22 sebesar
Rp86.066.617.082,o0.
Aset Lainnya terdiri dari :

a) Kemitraal dengaa pihak ketiga sebesar
Rp78.223.510.000,00;

b) Aset Tidak Berwujud sebesar RpS.145.219.4O4,OO;
c) Aset Lain-Lain sebesar Rp5.85 1.69 1.24 l,OO;
d) Akumulasi Amortisasi /-set Tidak Berwujud sebesar

(Rp6.740.a9 1.69a,00);
e) Akumulasi Penl'usutan Aset Lainnya

(Rp2.9 4 6. t 42.3 a7,ool ;
t") Dana Transfer Treasur5r Deposit Facility sebesar

Rp3.273.249.000,00.

Berdasarkan hal tersebut diatas, agar Pemerintah Kota Metro
dapat melakukan tindak lanjut penyelesaian terhadap
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dan Aset lain-lain sesuai
dengan ketentual peraturarr perundang-undangan.

b. I(EW,AJIBAN
Jumlah Kewajiban yang tercantum dalam Neraca Pemerintah
Kota Metro per 31 Desember 2023
sebesar Rp72.297 .O75.921,59 bertambah sebesar
Rp15.973.468.344,43 atau setara dengan 28,360/o

dibandingkan dengan jumlah Kewajiban per 31 Desember

2022 sebesar Rp56.323.607 .577,16.
Jr-r.mlah Kewajiban tersebut merupakan Kewajiban Jangka
Pendek yang meliputi:
1) Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sebesar

Rp2.085.164,00;
2) Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp607.358.109,27;
3) tJtang Belanja sebesar Rp7 1.O21.97 6.560,32;
4) Utang Jangka Pendek l,ainnya sebesar Rp665.656.O88,00.
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Berdasarkal data tersebut diatas, Pemerintah I{ota Metro
harus segera rnenvelesaikan seluruh kewqiiban dimaksud
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengal
menjadikannya sebagai belanja prioritas dalarn Penyusunan
Anggarar Pendapatal dan Belanja Daerah tahun berikutnya.
Dalam pengelolaal utang daerah agar berpedoman pada Bab
V Bagian Kedua tlndang - Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara.

2.7 LA.PORAN OPERASIONAL (LO), PEIIIIAPATAN - LO
Realisasi Total Pendapatan-Lo Tahun Anggaran 2023 adalah
sebesar Rp995.32O.927 .922,07 mengalami peningkatar sebesar
Rp77.5O5.582.139,a7 atau setara dengan B,44Vo dari Total
Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar
Rp917.815.345.782,20 Adapun rincian realisasi Total
Pendapatan- (LO) adalah sebagai berikut:
a. Pendapatan Asli Daerah-(LO) Tahurr Anggaran 2023 sebesar

Rp293.253.962.806,O'7 mengalami peningkatan sebesar
Rp53.542.473.L49,97 atau setara dengan 22,33o/o dari
Pendapatan Asli Daerah-(Lo) Tahun Anggaran 2022 sebesar
Rp239.7 1 1.489.656, 10 Pendapatan Asli Daerah-(LO) tersebut
terdiri dari:
1) Pendapatan Pajak Daerah-(LO) Tahun Anggarea 2023

sebesar Rp40.465.783.248,33 mengalami peningkatan
sebesa"r Rp518.196.24O,67 atau setara dengan 1,30% dari
Pendapatan Pajak Daerah-(LO) Tahun Atggaran 2022
sebesa-r Rp39.947.587.CO7,66 dan lebih kecil 5,31%
apabila dibandingkan dengan ^A,nggaran Pendapalan Pajak
Daerah-(LRA) yang ditetapkan dalam Peraruran Daerah
Kota Metro Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Ta}un Anggaran 2023;

2) Pendapatan Retribusi Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2023
sebesar Rp7.797.72I.7L9,71 mengalami peningkatan
sebesar Rp18.878.774,O7 atau setara dengan O,24o/o dai
pendapatan Retribusi Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2022
sebesar Rp7.778.842.945,64 dan lebih kecil 18,09%
apabila dibandingkan dengan Anggaran Pendapatan
Retribusi Daerah-(LRA) yang ditetapkan dalam Peraturan
Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2O23 Anggaran
Pendapatar Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
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3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-(LO)
Tahun,I,nggaran 2023 sebesar Rp6.663.816.274,O1
mengalami penurunan sebesar Rp70.000.190,86 atau
setara riengal 1,A4o/o dari pendapatan Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yalg Dipisahkan-(Lo) Tahun Anggaran
2022 sebesar Rp6.733.816,464,87 dan lebih kecil 1,O4o/o

dengal Anggaran Pendapatal Hasil Pengelolaan kekayaan
daerah yang Dipisahkan-(LRA) yang ditetapkan dalam
Perattrran Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2023
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023;

4) Lain-iain PAD Yang Sah-(LO) Tahun turglar an 2A23
sebesar Rp238.326.641.564,O2 mengalami peningkatan
sebesar Rp53.O75.398.326,09 atau setara dengan 28,650/o
dar-i Lain-lain P-{D Yang Sah-(LO) Ta-hun Anggaran 2022
sebesar Rp185.251.243.237,93 dan lebih besar 5,43%
apabila dibaldingkan dengarr anggaran Lain-lain PAD yang
Sah-(LRA) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota
Metro Nomor 5 Tahun 2023 Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023.

b. Pendapatan Transfer-(LO) Tahun Angqauran 2023 sebesar
Rp693.993.203.961,O0 mengalarni peningkatan sebesar
Rp28.915.650.993,00 atau setara dengan 4,35Vo da-ri

Pendapatan Transfer-(LO) Tahun Anggarat 2022 sebesar
Rp665.077.552.968,O0 Pendapatan Transfer-(LRA) tersebut
terdiri dari:
1) Pendapatan Transfer Pernerintah Pusat-(LO) Tahun

Anggaran 2O23 sebesar Rp622 -2 17 .7 a6.247,OO menga-lami
peningkatan sebesa-r Rp25.108.878.582,00 atau setara
dengar 4,2lYo dai pendapatan Tralsfer Pemerintah Pusat-
LO Tahun Anggaran 2O22 sebesar Rp597.108.9O7.665,00
darl lebih besar 0,397o apabila dibardingkan dengan
angga-ran pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-(LRA)
yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota. Metro Nomor
5 Tahun 2023 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun
Anggarar 2023;

2) Pendapatan Transfer Antar Daerah-(LO) Tahun Anggaral
2023 sebesar Rp77.775.41'/.714,OO mengalami
peningkatan sebesar Rp3.aO6.772.411,00 alau setara
dengan 5,600lo dari Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah
Lainnya-(LO) Tahun Anggaran 2022 sebesar
Rp67.968.645.303,00 dan lebih besar 73,39o/o

dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Ilansfer
Pemerintah Pusat Lainnya-(LRC,l yang ditetapkan dalam
Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 'Iahun 2O23

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2023;
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Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-(LO) Tahun Anggaran
2023 berupa Pendapatan Hibah-(LO) sebesar
Rp8.073.761.155,00 menga.lami penurunan sebesar
Rp4.952.5412,.OO3,O0 atau setara dengan 38,O2% dari Lain-Lain
Pendapatarr Daerah yang Sah-(LO) 'fahun Anggarart 2022
sebesar Rp13.026.303. 158, 10.

Berdasarkal Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan
Operasional, masih terdapat jenis Pendapatan-(LOi yang
merupakan hak Pemerintah Kota Metro Tahun Anggaran 2a23
yar:g belum masuk ke Kas Daerah dan menjadi Piutang pada
Neraca Tahun 2023. Pemerintah Kota Metro agar menjadikan
Laporan Operasional-(LO) dimaksud sebagai salah satu
dokumen dalam mempertimbangkan penetapan tresaran target
Pendapatari Daerah, dalam penyusunan Perubahal Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berikutnya.

III. EVALIIASI LEGALITAS
Ralcangan Peratural Daerah tentang Pertanggunglawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O23 dan
Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran
Pertanggungiawatran Pelaksana.an Anggara-n Pendapatan Belanja
Daerah Tahun Anggaral 2023 rnasih terdapat teknik penyusunan
produk hukum daerah (legal drafting) yang perlu disesuaikan dengan
ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13, yaitu
pada:

A. RANCANGAN PERATURAN DAERAH
1. Diktum mengingat :

a. Angka 7 dihapus.
b. Angka 13 dan ang)<a 24 diubah menjadi Peraturan [,emerintah

Nomor 1 Tahun 2024 tenlang Harmonisasi Kebijakan Fiskal
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);

c. Angka 12 diubah menjadi diubah menjadi Peratr:ran Pemerintah
Nomor 37 Talrun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100,
Tambahan I-embaran Negara Republik Indonesia Nornor 6883).

d. Angka 22 ditubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahlur, 20 17 tenta,ng Hak keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Deu,an Perwakilan Rakyat Daerah (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor lO6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturalr Pemerintah Nomor
1 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6847).

C
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e. Angka 28 diubah menjadi Peratural Menteri Dalam Negeri
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman pengelolaan Barang
Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 547) setragaimana telah diubah dengan peratural
Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tal.:lun 2O24 tentang (Berita
Negara Republik Indonesia 'fahwn 2024 Nomor 350).

f. Angka 29 diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 84 Ta}:lun 2022 tentang lredoman Penyusunan Anggaran
pendapatan dan Belanja Daerah Tahrrn Anggaran 2023 {Beita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

g. Tambahkan Peraturan teknis terkait pemenuhan Standar
Pelayanan Minimal.

Dengan adanya perubahax dasar hukum, maka pencantumannya
disesuaikan dengan hirarki peraturan peruldang-undalgan.

2. Batang tubuh, :

Pasal 10 disempurnakan menjadi :

Pasal 10

Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud
pada Pasal 1 tercantum dalam l,ampiran Peraturan Daerah ini
terdiri atas :

1) Lampiran I : ..... Laporan Realiasai Anggaran terdiri atas :

Lampiral I.1 : ..... dan seterusnya.

3. Lampiran :

a. Penulisan lampiran pada pojok kanan atas halaman pertama
diubah menjadi :

I-A,MPIRAN...

PERATURAN DAERAH KOTA METRO

NOMOR......TAHUN 2024

TENTANG

PER'I'ANCGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAI\ BELANJA DAERAH TAHI'N ANGGARAN
2023

Lampiran selanjutnya menyesuaikan.

b. Laldasan hukum pada CALK agar disesuaikan dengal koreksi
pada diktum mengingat Ralcangan Peraturan Daerah dan
penulisan dasar hukum agar ditulis lengkap sampai dengan
lembar pengundalgannya sesuai ketentuan ketentuzrn angka
174 Larnpiran II Undang-Undang l{omor 12 Tahun 2O11

tentang Pembentukan Peraturan Perundang sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Norror 13 Tahun 2022.

c. Judul Lampiran XI diubah menjadi :

DAFTAR PEI{YERT.q,AN MODAL (I}n/ESTASD
PEMERINTAH DAERAH
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d. 11 (sebelas) informasi lainnya sebagaimana yang diamalatkan dalam
Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/ZZ96lKe.uda tangga_l
30 April 2023 HaJ Penl'usunan dan Evaluasi Rancangan peratura-n
Daerah tentan.g Pertanggungian aban Pelaksanaan ApBD TA 2023 dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaal APBD TA 2023 agar disampaikan
dalam dokumen tersendiri diluar Rancangan Peraturan Daerah.

B. RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA
1. Konsideran menimbang kata uraian diubah menjadi kata rincian.
2. Konsideran mengingat disesuaikan deugal koreksi pada rancangan

peratur€rn daerah.
3. Lampiran:

Penuiisan lampiran pada pojok kanan atas halamarr pertama diubah
menjadi:

LAT4PIRAN....

PERATURAN KOTA METRO

NOMOR......TAHUN 2024
TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran selarjutnya menyesuaikal.

C. KESIMPUI-AN
Berdasarkan dokumen penyampaian eva-luasi Rancangan Peraturan l)aerah
tentang PertangJungiawaban Pelaksanaaa Anggaran Pendapa.tan dan
Belaqla Daerah Tahun Anggaran 2023 dan menindaklanjuti ketentuan Pasal
32O ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tenlang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 di tetapkan batrwa persetujuan bersama
antara Walikota dan DPRD Kota Metro dilai<ukan paJing lambat 7 (tujuh)
bulan setelah tahun anggaran berakhir nzrmun persetujuan bersama
dilakukan pada tanggal 8 Agustus 2024, sehingga batas waktu dalam
rangka persetujuan bersama antara Walikota Metro dengan DPRD Kota
Metro melampaui, sehingga prose:J pcnlrusunan dan pembahasan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 tidak
sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telaLh ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan.
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tV EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH DENGAN TEMUAN
LAFORAIT HASIL PEUERIKSAAI{ BADAI| PEMERIKSA XEUANGAN
(LHPBPKI
1. Terdapat kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawabal Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O23 dan Rancangan Peraturan
Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
dengan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa
Keuangan, Nomor 398 / LHP / X\llIl.BLP I O 5 I 2024.
Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Kota Metro agar
terus mempertahalkan konsistensi antara Rancangal Peraturan
Daerah tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan
Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungiawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 dengaa temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan Nomor 398 / LHP I X\ilIl.BLP / OS I 2024.

2. Terdapat rekomendasi dalam temuan Laporan Hasi-l Pemeriksaan
Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 39E|/LHP/XV[[[.BLP I 05 I 2024
yang belum sesuai/selesai dari Tahun 2005 - 2023 sebanyak 154
(Seratus Lima Puluh Empat) rekomendasi dan yang belum
ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Metro pada Tahun 2023
sebanyak 15 (Lima Belas) rekomendasi.
Terhadap temuan Badan Pemeriksa Keuangan yang belum
sesuai/selesai dan yang belum ditindaklanjuti, Pemerintah Kota
Metro segera menindal<lanjuti sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

PJ.G G

UDIN


